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SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 
 

Dasar hukum:  Kualifikasi Pelaksana: 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik   

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik  

3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik  

4. KMA Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian 
Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 

5. KMA Nomor 657 tahun 2021 tentang PPID 
Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian 
Agama 

1. Memahami regulasi keterbukaan informasi publik 

2. Memahami definisi informasi yang dikecualikan  

3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi 

publik  

 

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi  
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP   

Ruang kerja, meja dan kursi pegawai, ATK, komputer/ 
laptop, internet, lemari arsip, scanner dan printer.  
 

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka 
akan menggaggu proses layanan permohonan informasi 
publik 

1. Rekap Data / Arsip Digitalisasi (Synology)  

 

No. Aktivitas 
Pelaksana Mutu Baku  

Ket PPID Unit PPID Atasan PPID 
Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

1 
 

Memberikan setiap 
lembar uji 
konsekuensi ke PPID 
 

 
 

    
 
 

  

2 Menghimpun satu 
persatu informasi 
yang sudah 
ditetapkan sebagai 
informasi yang 
dikecualikan, berikut 
lembar pertimbangan 
uji konsekuensi hasil 
pembahasan PPID 
dengan PPID Unit   
 

   Form daftar 
informasi 
yang 
dikecualikan, 
lembar 
pengujian 
konsekuensi   

tentatif Daftar 
Informasi 
Dikecualikan   

 

3 Mengelompokkan 
informasi yang 
dikecualikan sesuai 
dengan nomenklatur 
unit  
 

   Draft daftar 
informasi 
yang 
dikecualikan  

tentatif Draft daftar 
informasi 
yang 
dikecualikan   

 

   

 
 
 

 

    
 

  

Mulai 

 

Kepala Kankemenag Kab. Tuban
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No. Aktivitas 
Pelaksana Mutu Baku 

 
Ket PPID Unit PPID Atasan PPID 

Persyaratan/ 
Perlengkapan 

Waktu Output 

   

4 Menyerahkan draft 
SK Penetapan DIK 
kepada PPID Unit 
setelah semua 
usulan informasi 
yang dikecualikan 
selesai dilakukan uji 
konsekuensi  
 

   Draft SK 
Penetapan 
DIK  

Tentatif Draft SK 
Penetapan 
DIK 

 

5 Menetapkan 
informasi yang 
dikecualikan setelah 
mendapat 
persetujuan dari 
Atasan PPID  
 

   Draft SK 
Penetapan 
DIK 

 SK 
Penetapan 
DIK 

 

6 Mengelola dan 
mendokumentasikan 
dokumen informasi 
yang dikecualikan   
 

   SK Penetapan 
DIK 

 SK 
Penetapan 
DIK telah 
terarsip 

 

 

Selesai 
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